




c. membuka rekening penerimaan PNBP dan rekening RPL yang 

digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada 

pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA; 

d. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBP 

Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses 

pencairan/pengelolaan dana PNBP dari PIHAK KEDUA; 

e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada 

pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL; 

f. menyelenggarakan Pelatihan KKA bagi Guru sesuai dengan struktur 

program yang telah ditetapkan; 

g. menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran 

biaya Pelatihan KKA bagi Guru kepada PIHAK KEDUA; 

h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru 

kepada PIHAK KEDUA; dan 

i. Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan KKA bagi Guru. 

 

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. mengalokasikan biaya Pelatihan KKA bagi Guru yang meliputi tarif 
PNBP Fungsional dan biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas 

layanan PNBP sesuai kontrak kerja sama yang disepakati oleh PARA 

PIHAK; 
b. melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBP fungsional dan 

Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PIHAK KESATU melalui 

Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNBP kepada PIHAK 

KESATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran); 

c. mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk 
transport dan penginapan peserta Pelatihan KKA bagi Guru, sesuai 

kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran; 

d. menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan KKA bagi 

Guru dari PIHAK KESATU; dan 
e. menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru dari 

PIHAK KESATU. 

 
Pasal 5 

Pembiayaan 

 
(1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru berasal dari 

Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS  Kinerja/ BOS Reguler dengan 

mekanisme PNBP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;  
(2) Biaya Pelatihan KKA bagi Guru sebagaimana (1)  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebesar Rp. 2.339.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh 

Sembilan Ribu Rupiah) /orang dengan rincian sebagai berikut : 

 



a. Biaya PNBP Fungsional sebesar Rp. 994.000,-/orang 

b. Biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sebesar 

Rp. 1.345.000,-/orang 

(3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b belum 

termasuk akomodasi dan transportasi peserta yang akan ditanggung oleh 

Dana BOS  Kinerja/ BOS Reguler 

(4) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan KKA bagi Guru sebagaimana 

dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalah sebesar Rp. 2.339.000,- dengan 

rincian sebagai berikut : 

a. Biaya PNBP Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar 

Rp. 994.000,-  

b. Biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sebesar 

Rp. 1.345.000,- 

 

Pasal 6 

Tata Cara Pembayaran 

 
(1) PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan KKA 

bagi Guru dengan mekanisme PNBP fungsional dan komponen di luar 

PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening 
bendahara dengan rincian sebagai berikut: 

Kode VA pembayaran : Terlampir pada sistem 

Bank : Mandiri 
 

(2) PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui 

rekening RPL atas komponen PNBP Fungsional.  
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan paling 

lambat hari ke-3 (tiga) saat IN 1 berjalan; 

(4) PIHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan KKA bagi Guru 

pada rekening RPL (jika ada) ke Kas Negara pada akhir pelaksanaan 
pelatihan. 

 

Pasal 7 
Ketentuan Pajak 

 

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Jangka Waktu 

 
Kontrak Kerja Sama  ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA 

PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesai.  

 






